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Bagian Kedua Puluh Satu
Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 429

(1) Produksi, peredaran, dan penggunaan zat adiktif diarahkan agar 
tidak mengganggu dan membahayakan Kesehatan perseorangan, 
keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung 
tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat 
adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi 
dirinya dan/atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cairan, 
dan gas.

(3) Produk tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau 
sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya 
yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, 
diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi 
apa pun.

(4) Produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. rokok;

b. cerutu;

c. rokok daun;

d. tembakau iris;

e. tembakau padat dan cair; dan

f. hasil pengolahan tembakau lainnya.

(5) Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, 
padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun 
tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain 
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sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen 
tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu 
dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir 
dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara 
dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian 
dihisap.

(6) Selain rokok elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
rokok elektronik yang mengandung nikotin dan/atau bahan 
lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, dan/atau hasil 
olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya 
sama atau serupa yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan 
menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap 
termasuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 430

Penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau 
dan rokok elektronik bertujuan untuk:

a. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;

b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak 
merokok;

c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap 
bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;

d. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, 
dan lingkungan dari bahaya konsumsi dan/atau paparan zat 
adlktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik yang 
dapat menyebabkan dampak buruk kesehatan, ekonomi, dan 
lingkungan; dan

e. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat 
dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.
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Pasal 431

(1)  Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan produk tembakau wajib:

a memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

b. mematuhi batas maksimal kadar nikotin dan tar;

c. melakukan pengujian kandungan kadar nikotin dan tar untuk 
setiap varian yang diproduksi dan/atau diimpor; dan

d. melaporkan hasil pengujian kadar nikotin dan tar 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada lembaga 
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

(2) Pengujian kandungan kadar nikotin dan tar untuk setiap varian 
yang diproduksi dan/atau diimpor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilakukan di laboratorium terakreditasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengujian produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c tidak berlaku terhadap produk tembakau yang belum 
memiliki teknologi pengujian.

(4) Produk tembakau yang belum memiliki teknologi pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan rokok elektronik wajib:

a. memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

b. mematuhi batas maksimal kadar nikotin;

c. melakukan pengujian kandungan kadar nikotin untuk setiap 
varian yang diproduksi dan/atau diimpor; dan

d. melaporkan hasil pengujian kadar nikotin sebagaimana 
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dimaksud dalam huruf c, daftar kandungan, dan bahan 
tambahan kepada lembaga pemerintah nonkementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan obat dan makanan.

(6) Penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan batas maksimal kadar nikotin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikoordinasikan 
oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, 
dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 
dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait.

(7) Pengujian kandungan kadar nikotin untuk setiap varian yang 
diproduksi dan/atau diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) huruf c dilakukan di laboratorium terakreditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Laporan kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dan ayat (5) huruf d dijadikan sebagai bahan pengawasan.

(9) Ketentuan mengenai koordinasi penentuan batas maksimal 
kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur 
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, 
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia 
dan kebudayaan.

Pasal 432

(1) Setiap orang yang memproduksi produk tembakau dan rokok 
elektronik dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah 
dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak 
berbahaya bagi kesehatan. 
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(2) Bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan bahan tambahan 
yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

 a. pengujian pada saat sebelum beredar; dan

	 b.	verifikasi	selama	beredar.

(4)	 Pengujian	 dan	 verifikasi	 sebagaimana	 dimaksud	 pada	 ayat	 (3)	
harus dilakukan di laboratorium terakreditasi yang berbeda.

(5)	 Hasil	pengujian	dan	verifikasi	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	
(3) dilaporkan kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan.

(6) Setiap orang yang memproduksi produk tembakau dan rokok 
elektronik yang menggunakan bahan tambahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perdagangan berupa penarikan produk atas biaya produsen.

Pasal 433

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang 
dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
bagi produk tembakau selain rokok putih mesin. 

(3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau berupa tembakau iris dilarang mengemas lebih dari 50 
(lima puluh) gram dalam setiap kemasan.

(4) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok 
elektronik dengan sistem tertutup atau cartridge sekali pakai 
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dilarang mengemas cairan nikotin dalam kemasan yang melebihi 
2 (dua) mililiter per cartridge dan dilarang mengemas cairan nikotin 
dengan jumlah cartridge melebihi 2 (dua) cartridge perkemasan.

(5) Setiap orang yang memproduksi dan/latau mengimpor rokok 
elektronik dengan sistem terbuka atau dapat diisi ulang dilarang 
mengemas cairan nikotin selain dengan kemasan 10 (sepuluh) 
dan 20 (dua puluh) mililiter perkemasan.

(6) Setiap orang yang memproduksi dan /atau mengimpor rokok 
elektronik padat wajib mengemas atau mengimpor rokok 
elektronik padat dalam kemasan 20 (dua puluh) batang dalam 
setiap kemasan.

(7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan ayat (6) dikenakan 
sanksi administratif berupa:

 a. peringatan tertulis; dan

 b. penarikan produk.

Pasal 434

(1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok 
elektronik:

a.  menggunakan mesin layan diri;

b.  kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun 
dan perempuan hamil;

c.  secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk 
tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;

d.  dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik 
pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat 
yang sering dilalui;

e.  dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan 
dan tempat bermain anak; dan
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f.  menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial 
dan media sosial.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan 
jika	terdapat	verifikasi	umur.

Pasal 435

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi 
kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan.

Pasal 436

Peringatan kesehatan merupakan tulisan dan gambar pada kemasan 
yang memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya merokok.

Pasal 437

(1) Setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan 
zat adiktif berupa produk tembakau dan/atau rokok elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 wajib mencantumkan 
peringatan Kesehatan. 

(2) Pencantuman peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. berbentuk tulisan disertai gambar, yang dicantumkan pada 
permukaan kemasan;

b. tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau 
atau kemasan rokok elektronik dan kemasan cairan nikotin isi 
ulang rokok elektronik; dan
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c. dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian 
depan dan belakang.

(3) Setiap 1 (satu) varian produk tembakau dan rokok elektronik wajib 
dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang 
terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-
masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian produk 
tembakau dan rokok elektronik.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku 
bagi industri produk tembakau nonpengusaha kena pajak yang 
total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh 
empat juta) batang pertahun.

(5) Industri produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan 
tulisan peringatan Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan 
kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat 
(5) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara.

Pasal 438

(1) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 437 dicantumkan pada setiap kemasan terkecil dan 
kemasan lebih besar produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

(2) Setiap kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan 1 (satu) jenis gambar dan tulisan peringatan 
kesehatan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
bagi rokok klobot, rokok kelembak menyan, dan cerutu kemasan 
batangan.
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(4) Pencantuman gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.  dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian 
depan dan belakang masing-masing seluas 50% (lima 
puluh persen), diawali dengan kata “Peringatan” dengan 
menggunakan huruf berwarna kuning dengan dasar hitam, 
harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau 
seluruhnya;

b. gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicetak 
berwarna; dan

c. jenis huruf harus menggunakan huruf arial bold dan 
proporsional dengan kemasan, tulisan warna kuning di atas 
latar belakang hitam.

(5) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak boleh tertutup oleh apa pun sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 439

(1) Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 
obat dan makanan melakukan pengawasan terhadap 
pencantuman peringatan Kesehatan pada produk tembakau dan 
rokok elektronik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 440

Setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengedarkan zat 
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adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik dengan tidak 
mencantumkan peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 437 dikenai sanksi administratif berupa:

a. penarikan produk tembakau dan rokok elektronik; dan/atau

b. denda administratif.

Pasal 441

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau wajib mencantumkan informasi pada label setiap 
kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca 
dengan ketentuan:

a.	 pernyataan	“mengandung	nikotin	dan	tar’;

b. pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada orang 
berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil”;

c. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama 
dan alamat produsen; dan

d. pernyataan “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih 
dari 7.000 zat kimia serta lebih dari 83 zat penyebab kanker” 
untuk produk tembakau.

(2) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau dilarang mencantumkan:

a. keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata 
yang bersifat promotif; dan

b. kata “lighf ”, “ultra light”, ”mild”, “extra mild”, “low tar”, “slim”, 
‘special”, “full flavour” , “premium”, atau kata lain yang 
mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, 
kepribadian, ataupun kata dengan arti yang sama.

(3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor rokok 
elektronik wajib mencantumkan informasi pada label setiap 
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kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca 
dengan ketentuan:

a. pernyataan “mengandung nikotin”;

b. pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada orang 
berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil”;

c. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama 
dan alamat produsen; dan

d. dilarang mencantumkan keterangan atau tanda apa pun yang 
menyesatkan atau kata yang bersifat promotif.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat 
(3) tidak berlaku bagi:

a.	 produk	 tembakau	yang	sudah	mendapatkan	sertifikat	merek	
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan/ atau

b. produk tembakau yang dibawa oleh penumpang, awak 
sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman dalam jumlah 
yang ditentukan, atau untuk keperluan perwakilan negara 
asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia 
berdasarkan asas timbal balik.

(5) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau dan rokok elektronik yang tidak memenuhi kewajiban 
atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 442

(1) Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang 
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, 
memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan 
mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
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(2) Larangan kegiatan menjual produk tembakau dan rokok elektronik 
tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan 
penjualan.

(3) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau dan rokok 
elektronik tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk 
kegiatan produksi.

Pasal 443

(1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan 
kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

(2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas:

 a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

 b. tempat proses belajar mengajar;

 c. tempat anak bermain;

 d. tempat ibadah;

 e. angkutan umum;

 f. tempat kerja; dan

 g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, 
tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan 
tempat khusus untuk merokok.

(4) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada 
tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada tempat yang berpotensi 
menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(5) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh 
dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 444

Dalam rangka peningkatan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam 
implementasi kawasan tanpa rokok, Pemerintah Pusat melakukan 
pemantauan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesehatan 
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 445

(1) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah 
Daerah yang berhasil mengimplementasikan kawasan tanpa 
rokok.

(2) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 446

(1) Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik dilarang 
mengiklankan di media sosial berbasis digital.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika melakukan pemutusan akses informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap penjualan produk 
tembakau dan rokok elektronik pada media sosial berbasis digital 
berdasarkan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
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Pasal 447

(1) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada 
situs web dan/atau aplikasi elektronik komersial dilakukan sebagai 
berikut:

a. mencantumkan peringatan kesehatan;

b. mencantumkan tulisan “Dilarang menjual dan memberi kepada 
orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil”;

c. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi 
produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat 
bagi kesehatan;

d. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/
atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan 
rokok elektronik;

e. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan 
wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau 
sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk 
tembakau dan rokok elektronik;

f. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam 
bentuk gambar dan/atau tulisan;

g. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;

h. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh 
iklan;

i. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat; dan

j.	 menerapkan	 verifikasi	 umur	 untuk	 membatasi	 akses	 hanya	
kepada orang berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika melakukan pemutusan akses informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik terhadap penjualan 
produk tembakau dan rokok elektronik pada situs web atau 
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aplikasi elektronik komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan.

Pasal 448

(1) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada 
tempat penjualan dilakukan sebagai berikut:

a. tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta 
pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak;

b. mencantumkan peringatan Kesehatan;

c. mencantumkan tulisan “Dilarang menjual dan memberi kepada 
orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil”;

d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi 
produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat 
bagi kesehatan;

e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/
atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan 
rokok elektronik;

f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan 
wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau 
sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk 
tembakau dan rokok elektronik;

g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam 
bentuk gambar dan/atau tulisan;

h. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;

i. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh 
iklan; dan 

j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya 
berlaku bagi pasar swalayan modern.

Pasal 449

(1) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada 
media luar ruang dilakukan sebagai berikut:

a. mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 15% 
(lima belas persen) dari total luas iklan;

b. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok meliputi Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, 
tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;

c. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;

d. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar 
satuan pendidikan dan tempat bermain anak;

e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh 
memotong jalan atau melintang;

f. mencantumkan tulisan “Dilarang menjual dan memberi 
kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil”;

g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/ atau menampilkan 
wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, 
atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek 
produk tembakau dan rokok elektronik;

h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi 
produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat 
bagi kesehatan;

i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/
atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau 
dan rokok elektronik;

j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam 



17

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
Bagian Pengamanan Zat Adiktif

bentuk gambar dan/atau tulisan;

k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;

l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh 
iklan; dan/atau

m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat.

(2) Media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan 
pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

(3) Pengaturan lebih lanjut iklan produk tembakau dan rokok elektronik 
pada media luar ruang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 450

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap iklan produk 
tembakau dan rokok elektronik pada media sosial berbasis digital 
serta situs web dan/atau aplikasi elektronik komersial yang tidak 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
446 dan Pasal 447 .

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan penurunan 
iklan terhadap iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada 
media luar ruang dan tempat penjualan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 dan Pasal 449.

Pasal 451

(1) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada 
media cetak dan media penyiaran berupa televisi dilakukan 
sebagai berikut:

a.  mencantumkan peringatan Kesehatan untuk iklan bergerak di 
media penyiaran berupa televisi harus berukuran full screen 
selama paling singkat 10% (sepuluh persen) dari total durasi 
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iklan dan tidak kurang dari 2 (dua) detik atau untuk iklan tidak 
bergerak di media penyiaran berupa televisi atau media cetak 
harus berukuran sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) 
dari total luas iklan;

b. mencantumkan tulisan “Dilarang menjual dan memberi kepada 
orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil”;

c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/ atau menampilkan 
wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau 
sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk 
tembakau dan rokok elektronik;

d. tidak mencantumkan nama produk merupakan produk 
tembakau atau rokok elektronik;

e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi 
produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat 
bagi kesehatan;

f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/
atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan 
rokok elektronik;

g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/ atau wanita hamil dalam 
bentuk gambar dan/ atau tulisan;

h. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;

i. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh 
iklan; dan 

j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. 

(2) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada 
media penyiaran berupa radio dilakukan sebagai berikut:

a. menyampaikan peringatan kesehatan dengan suara yang jelas;

b. tidak menyebutkan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/
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atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan 
rokok elektronik; dan

c. durasi iklan paling lama 1 (satu) menit.

(3) Bentuk peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a ditetapkan oleh Menteri. 

(4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), iklan produk tembakau dan rokok elektronik di media cetak 
wajib memenuhi ketentuan:

a. tidak diletakkan di sampul atau halaman depan dan belakang 
media cetak;

b. tidak diletakkan satu halaman dengan iklan makanan dan 
minuman;

c. luas kolom iklan tidak memenuhi seluruh halaman; dan

d. tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan.

(5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), iklan di media penyiaran berupa televisi dan radio hanya dapat 
ditayangkan atau disiarkan setelah pukul 22.00 sampai dengan 
pukul 05.00 waktu setempat. 

(6) Pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang 
penyiaran melakukan pengawasan dan penindakan terhadap 
pelanggaran ketentuan pengendalian iklan produk tembakau dan 
rokok elektronik pada media penyiaran berupa televisi dan radio 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5).

(7) Pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang 
media cetak melakukan pengawasan dan penindakan terhadap 
pelanggaran ketentuan pengendalian iklan produk tembakau dan 
rokok elektronik pada media cetak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (4).
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(8) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) 
dilakukan melalui pemberian sanksi administratif berupa:

a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;

b. peringatan tertulis; dan/atau

c. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau 
dan rokok elektronik yang bersangkutan pada pelanggaran 
berulang atau pelanggaran berat.

Pasal 452

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi 
Kesehatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya 
menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik.

Pasal 453

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan 
pengendalian promosi produk tembakau dan rokok elektronik.

(2) Ketentuan pengendalian promosi produk tembakau dan rokok 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sebagai berikut:

a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, 
hadiah produk tembakau dan rokok elektronik, atau produk 
lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau dan rokok 
elektronik;

b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau 
dan rokok elektronik pada produk atau barang bukan produk 
tembakau dan rokok elektronik; dan

c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau 
dan rokok elektronik pada suatu kegiatan lembaga dan/ atau 
perseorangan.
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Pasal 454

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan 
lembaga dan/atau perseorangan hanya dapat dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut:

a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk 
tembakau dan rokok elektronik termasuk citra merek produk 
tembakau dan rokok elektronik; dan

b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dan 
rokok elektronik.

(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 
kegiatan lembaga dan/atau perseorangan yang diliput media.

Pasal 455

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau dan rokok elektronik dapat memberikan bantuan dalam 
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dengan ketentuan sebagai 
berikut:

a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk 
tembakau dan rokok elektronik;

b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dan 
rokok elektronik;

c. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, 
maupun hadiah produk tembakau dan rokok elektronik, atau 
produk terkait lainnya;

d. tidak diliput dan dipublikasikan oleh media; dan

e. tidak mengikutsertakan setiap orang di bawah usia 21 (dua 
puluh satu) tahun.
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Pasal 456

Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggarnbarkan dalam bentuk 
gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan 
orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, 
bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau dan 
rokok elektronik serta segala bentuk informasi produk tembakau dan 
rokok elektronik di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi 
informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial, iklan, atau 
membuat orang ingin merokok.

Pasal 457

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk 
tembakau dan rokok elektronik dilarang memberikan produk tembakau, 
rokok elektronik, dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau 
dan rokok elektronik secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan 
perempuan hamil.

Pasal 458

Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, 
membeli, atau mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik 
kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 459

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 454 sampai dengan Pasal 458 dikenai sanksi administratif 
oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan Pemerintah 
Daerah sesuai dengan kewenangannya berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;



23

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan
Bagian Pengamanan Zat Adiktif

c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

d. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik.

Pasal 460

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 
menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi 
berhenti merokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga 
Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki keahlian.

(3) Layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan 
layanan Telekesehatan dan Telemedisin.

Pasal 461

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk 
tembakau dan rokok elektronik, termasuk menetapkan 
standardisasi perangkat rokok elektronik;

b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai 
pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik;

c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi 
berhenti merokok;

d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk 
survei perilaku merokok setiap tahun secara periodik;

e.	 melakukan	upaya	pengembangan	dalam	rangka	diversifikasi	
produk tembakau yang penggunaannya akan membawa 
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manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman 
tembakau; dan

f. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/ sektor, 
masyarakat, dan internasional.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk 
tembakau dan rokok elektronik, pada level daerah dengan 
mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat serta sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah;

b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai 
pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik di wilayah 
provinsi dan kabupaten/kota;

c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi 
berhenti merokok di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;

e.	 melakukan	upaya	pengembangan	dalam	rangka	diversifikasi	
produk tembakau yang penggunaannya akan membawa 
manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman 
tembakau;

f. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor 
dan masyarakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

g. mendorong partisipasi dan Upaya Kesehatan bersumber daya 
masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau 
dan rokok elektronik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; 
dan

h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi 
kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan 
sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.
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Pasal 462

(1) Dalam penyelenggaraan pengamanan produk tembakau dan 
rokok elektronik masyarakat dapat berperan:

a. memberikan edukasi bahaya mengonsumsi produk tembakau 
dan rokok elektronik bagi Kesehatan;

b. melakukan upaya layanan konseling berhenti merokok;

c. melakukan gerakan tidak merokok di dalam rumah;

d. tidak menjual produk tembakau dalam bentuk satuan 
perbatang;

e. tidak menjual kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua 
puluh satu) tahun dan perempuan hamil;

f. melaporkan pelanggaran kawasan tanpa rokok kepada 
pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam 
pelaksanaan kawasan tanpa rokok; dan

g. tidak menyediakan produk tembakau dan rokok elektronik pada 
kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, 
dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat umum.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, badan 
usaha, dan lembaga/organisasi.

Pasal 463

Pencatatan dan pelaporan terhadap upaya pengamanan produk 
tembakau dan rokok elektronik, termasuk layanan konseling dan 
intervensi farmakologi berhenti merokok dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan 
masyarakat dengan menggunakan Sistem Informasi Kesehatan yang 
terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1157

(1) Setiap Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik harus 
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 431, Pasal 432, Pasal 
433, Pasal 437, Pasal 438, dan Pasal 441 setelah 2 (dua) tahun 
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Setiap Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik harus 
menyesuaikan dengan ketentuan pasal 446 ayat (l) dan Pasal 
448 setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah 
ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1170 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

Ayat m: Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah 
No.28 Tahun 2024 
tentang Kesehatan 

bagian Pengamanan Zat Adiktif

Pasal 429

 Ayat (1)

  Cukup jelas.

 Ayat (2)

  Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang bersifat adiktif” 
antara lain rokok elektronik dan/atau nikotin dalam berbagai 
bentuk dan kemasan, termasuk permen nikotin dan kantung 
nikotin.

 Ayat (3)

  Cukup jelas.

 Ayat (4)

  Cukup jelas.

 Ayat (5)

  Cukup jelas.

 Ayat (6)

  Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.
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Pasal 431

 Cukup jelas.

Pasal 432

 Ayat (1)

  Bahan tambahan antara lain perisa (flavour), aroma, dan 
pewarna.

  Cengkeh, kelembak, atau kemenyan tidak termasuk bahan 
tambahan, melainkan sebagai bahan baku.

 Ayat (2)

  Cukup jelas.

 Ayat (3)

  Cukup jelas.

 Ayat (4)

  Cukup jelas.

 Ayat (5)

  Cukup jelas.

 Ayat (6)

  Cukup jelas.

Pasal 433

 Ayat (1)

  Dalam ketentuan ini, pelarangan membuat kemasan rokok 
kurang dari 20 (dua puluh) batang bertujuan agar harga rokok 
tidak mudah terjangkau oleh konsumen.
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 Ayat (2)

  Yang dimaksud dengan “produk tembakau selain rokok putih 
mesin” antara lain rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, 
rokok klobot, rokok kelembak menyan, cerutu, dan tembakau 
iris dikemas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

 Ayat (3)

  Cukup jelas.

 Ayat (4)

  Cukup jelas.

 Ayat (5)

  Cukup jelas.

 Ayat (6)

  Cukup jelas.

 Ayat (7)

  Cukup jelas.

Pasal 434

 Ayat (1)

  Huruf a

   Cukup jelas.

  Huruf b

   Cukup jelas.

  Huruf c

   Cukup jelas.
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  Huruf d

   Yang dimasud dengan “tempat yang sering dilalui” 
adalah tempat berlalu-lalangnya orang, antara lain area 
pembayaran, area penjualan makanan dan minuman 
anak, serta tempat penjualan mainan anak.

  Huruf e

   Cukup jelas.

  Huruf f

   Cukup jelas.

 Ayat (2)

  Cukup jelas.

Pasal 435

 Cukup jelas.

Pasal 436

 Cukup jelas.

Pasal 437

 Cukup jelas.

Pasal 438

 Cukup jelas.
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Pasal 439

 Cukup jelas.

Pasal 440

 Cukup jelas.

Pasal 441

 Cukup jelas.

Pasal 442

 Cukup jelas

Pasal 443

 Ayat (1)

  Cukup jelas.

 Ayat (2)

  Cukup jelas.

 Ayat (3)

  Tempat kerja dalam ketentuan ini antara lain tiap ruangan atau 
lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana 
tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja 
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber 
bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang 
sidang atau seminar. 

  Tempat umum antara lain semua tempat tertutup yang dapat 
diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat 
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dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat 
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Daerah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, 
bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan 
pasar swalayan. 

 Tempat lainnya antara lain tempat terbuka tertentu yang 
dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

 Ayat (4)

  Cukup jelas.

 Ayat (5)

  Cukup jelas.

Pasal 444

 Cukup jelas.

Pasal 445

 Cukup jelas.

Pasal 446

 Cukup jelas.

Pasal 447

 Cukup jelas.

Pasal 448

 Cukup jelas.
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Pasal 449

 Cukup jelas.

Pasal 450

 Cukup jelas.

Pasal 451

 Cukup jelas

Pasal 452

 Cukup jelas.

Pasal 453

 Cukup jelas.

Pasal 454

 Ayat (1)

  Huruf a

   Citra merek antara lain semboyan yang digunakan oleh 
produk tembakau dan rokok elektronik serta warna yang 
dapat diasosiasikan sebagai ciri khas produk tembakau 
dan rokok elektronik yang bersangkutan.

  Huruf b

   Cukup jelas.
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 Ayat (2)

  Yang dimaksud dengan “kegiatan lembaga dan/atau 
perseorangan, antara lain kegiatan sosial, pendidikan, 
olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan.

Pasal 455

 Cukup jelas.

Pasal 456

 Media teknologi informasi antara lain seluruh media online yang 
menggunakan fasilitas internet.

Pasal 457

 Cukup jelas.

Pasal 458

 Cukup jelas.

Pasal 459

 Cukup jelas.

Pasal 460

 Cukup jelas.
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Pasal 461

 Ayat (1)

  Huruf a

   Cukup jelas.

  Huruf b

   Cukup jelas.

  Huruf c

   Cukup jelas.

  Huruf d

   Cukup jelas.

  Huruf e

	 	 	 Diversifikasi	 dimaksudkan	 agar	 penggunaan	 produk	
tembakau tidak membahayakan bagi kesehatan. 
Diversifikasi	produk	tembakau	dapat	dilakukan	antara	lain	
dengan mengolah daun tembakau sehingga diperoleh 
bahan kimia dasar yang dapat digunakan sebagai 
pestisida, obat bius, produk kosmetik (pengencang kulit), 
industri farmasi, dan lain-lain. Dengan demikian daun 
tembakau tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku 
pembuatan rokok tetapi dapat pula digunakan sebagai 
bahan	baku	berbagai	macam	produk	hasil	diversifikasi.

  Huruf f

   Cukup jelas.

 Ayat (2)

  Huruf a

   Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan masing-masing daerah” adalah penguatan 
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pengamanan untuk mengendalikan dampak konsumsi 
produk tembakau dan rokok elektronik bagi Kesehatan.

  Huruf b

   Cukup jelas.

  Huruf c

   Cukup jelas.

  Huruf d

   Cukup jelas.

  Huruf e

   Lihat penjelasan pada ayat (1) huruf e.

  Huruf f

   Cukup jelas.

  Huruf g

   Cukup jelas.

  Huruf h

   Cukup jelas.

Pasal 462

 Cukup jelas.

Pasal 463

 Cukup jelas.
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Komnas Pengendalian Tembakau

Website: https://komnaspt.or.id  
Instagram/Facebook/X: @komnaspt 
Youtube: Komnas Pengendalian Tembakau


